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ABSTRAK

Surat Keterangan Ahli Waris sebagai suatu dokumen pembuktian dari ahli- waris
tentang kebenaran bahwa mereka adalah orang yang tepat dan berhak mewarisi dari
pewaris, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pembuatan
SKAW diperlukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui benar komposisi ahli waris
yang diterangkan di dalam SKAW itu, dengan Kepala Desa dan Camat adalah
menguatkan, meriksa dan- memverifikasi hubungan kewarisannya  sebelum
menandatanganinya sebaiknya dilakukan langkah-langkah kehati-hatian pemeriksaan
dan verifikasi agar nantinya tidak dipersalahkan di hadapan hukum. Perselisihan dalam
pembagian warisan di Desa Jombatan Kabupaten Jombang, dialami oleh ahli waris
Almarhum Bapak Tukijo pada tahun 2023. Hal ini terjadi karena anak tiri dari Bapak
Tukijo yang bernama Joko Subiyono berkeinginan untuk mendapatkan bagian warisan,
karena ia telah bekerja keras merawat orang tuanya selama masih hidup. Penyelesaian
perselisinan mengenai warisan dilakukan dengan diskusi di antara para ahli waris
secara mediasi. Melalui-mediasi ini para pihak berhasil mencapai kesepakatan dimana
Joko Subiyono sebagai anak tiri dan para ahli waris lainnya diberikan bagian warisan
sama rata berupa tanah seluas 81 meter persegi. Tujuan dari penulisan ini yakni untuk
memahami dan mengetahui peran kepala desa dalam pembagian warisan tanah karena
hibah kepada anak tiri, beserta hambatan-hambatannya.

Kata Kunci : Hak Waris, Kepala Desa, Mediasi
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ABSTRACT

Heir Certificate as a proof document from the heirs regarding the truth that they are the
right person and have the right to inherit from the heir, this research uses an empirical
juridical approach method. Making a SKAW requires 2 (two) witnesses who really
know the composition of the heirs described in the SKAW, with the Village Head and
Subdistrict Head confirming, checking and verifying the inheritance relationship
before signing it. Careful inspection and verification steps should be taken so that later
not guilty before the law. A dispute over inheritance distribution in Jombatan Village,
Jombang Regency, was experienced by the heirs of the late Mr. Tukijo in 2023. This
happened because Mr. Tukijo's stepson, Joko Subiyono, wanted to get a share of the
inheritance, because he had worked hard to care for his parents while he was still alive.
life. Settlement of disputes regarding inheritance is carried out through discussions
between the heirs through mediation. Through this mediation, the parties succeeded in
reaching an agreement whereby Joko Subiyono, as his stepson, and the other heirs were
given an equal share of the inheritance in the form of 81 square meters of land. The
purpose of this writing is to understand and find out the role of the village head in
distributing land inheritance due to grants to stepchildren, along with the obstacles.

Keywords: Inheritance rights, Village Head, Mediation
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